
BUPATI GUITITNG ilIAS

PROVIfi SI KATIMAI{TAN TE,ITGAI{

PERATURAN BUPATI GUITUIIG IYIAS

XOMOR 1L TA}IUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAII
PAJAK BUMI DAI{ BANGUI{AI{ PERDESAAN DAN PERKOTAAI{

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahrva dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat {4}
Peraturan Daerah l(abupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun
ZAn tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun lgg7
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 30gi)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor aAaQ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2O.A2 Nomor 27
Tambahan l,embaran Negara Nomor 4 189); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 130), tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ilembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2All Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523ai;

7 " Undang-Undang Nomo:: 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penganvasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor a593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nornor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor a737];

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun ZAL4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2OOB tentang lJrusan Pemerintahan Daerah yang menjacli
kervenangan Kabupaten Gunung Mas: f
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor LO Tahun
2Ol2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAN BIIPATI TtIITAfiG ?ATA CARA PEMERIKSAAN
PA"'AK BI'MI DAIT BAITGI'NAIT PERDESAAIT DAIT

PTRKOTAAII.

BAB I
KECENTUAN I'}ITIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan Perawakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan T\rgas Pembentukan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
Peyelenggara Pemerintah Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daeratr Ka.bupaten
Gunung Mas;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, darrf ata'u bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danlatau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Kota atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati
yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untrrk melaksanakan
pemeriksaan pajak

10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang dittrtup dengan menJrusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugr pada setiap Tahun PAiak
berakhir. I
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1 1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Clastng Canference) adalah
pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan W4iib Pajak atas
temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang
disetqiui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pqiak dan Wqiib Pqiak.

12. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang
diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang
ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang
dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan
pemeriksaan.

13. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa
keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan
pehrnjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang
dilakukan oleh Wajib Pqiak yang dapat menimbulkan kerugian pada
Negara/Daerah.

14. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pqiak untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.

BAB A
PE}IERIKSAAIT

Fasal 2

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengqji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perp4fakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pelaksanaa.n kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U,
dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasat 3

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewqjiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak; dan

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukarr
dalam haI :

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak;

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugr;

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan objek
pajak tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat
Teguran;

d. melakukan pengetabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran,
atam akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi,
berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikanl
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adanya kewajiban perp4iakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai
ketentuan peratr.rran perundang-undangan perpajakan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

b. pencocokan data dan/atau alat keterangan;

c. pemeriksaan dalam rangka penagrhan pajak;

d. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka wakhr
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

Pasat 4
(1) Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;

b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Dinas.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana
Lapangan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan
dengan korespondensi.

Pasal 5
Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan
Lapangan.

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
l,apangan.

hsat 6
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan.

Pemeriksaan [,apangan dilakrkan dalam jangka waktu pating lama 4 (empat)
bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan dilalmkan berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {21 huruf a, jangka wakhr Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) harus
memperhatikan jangka wal$u penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak. I
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Pasal 7
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepahrhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar
lrrrllrmr standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil
Pemeriksaan.

PesI I
(U Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan

berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan sebagai Pemeriksa Pqiak, dan menggunakan keterampilannya
secara cermat dan seksama;

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara; dan

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

(3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Dinas yang dihrnjuk oleh Bupati.

Pasal 9
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewqiiban
perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,
sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang
seksama;

b. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup
dan berdasarkan ketentuan peratrrran perundang-undangan perpajakan;

c. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain;

d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Dinas, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wqiib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat
lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;

e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam keda dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja;

f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan;

g. laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagqi dasar penerbitan surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. I"b
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Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Pemeriksaan w4iib disusun oleh Pemeriksa Pqiak dan
berfungsi sebagai:

1. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar
pelaksanaan Pemeriksaan ;

2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan
Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;

3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding
yang diajukan oleh Wajib Pajak; darl

5. referensi untuk Pemeriksaan berilnrtnya.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :

1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;

2. data, keterangan, danf ata'u bukti yang diperoleh;

3. pengujian yang telah dilakukan; dan

4. simpulan dan hal - hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.

Pasal 11

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang
disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Paqiak yang didukung temuan
yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraftrran perundang-undangan perpajakan dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk mengqii kepatuhan pemenuhan
kewqiiban perpajakan antara lain mengenai:

1) Penugasan Pemeriksaan;

2l Identitas Wajib Peiak;

3) Pemenuhan kewajiban perpajakan;

4l Datalinformasi yang tersedia;

5) Buku dan dolmmen yang dipinjam;
6) Materi yang diperiksa;

7l Uraian hasil Pemeriksaan;

;i 'ffiilili'ffiffi-, 
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(1)

1O) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Pasal 12

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Pqiak wajib :

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada lVqiib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak;

f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentr.ran peraturan perundang-
undangan perpajakan;

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
Wajib Pajak paling latna 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuahr yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wadib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatrrhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
Pajak wqiib :

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada lrVajib Pajak yang
akan diperiksa;

c. memperlihatkan Surat T\rgas kepada ltlqiib Pajak apabila susunan tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

d. memberitahukan secara terhrlis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pqiak
hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;

f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-
tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketenhran peraturan
perundang-undangan perpajakan; I
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mengembalikan buku atau catatan, dokrrmen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
wajib Pajak paling larna 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesrratrr yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.

Pasal 13

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembulnran atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek yang terutang peiak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, antara lain berupa :

1) menyediakan tenag4 dan/atau peralatan Wajib Pajak apabila dalam
mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan
peralatan dan / atau keahlian khusus;

2l memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak unttrk melakukan
pengukuran bidang objek pajak;

e. meminta keterangan lisan danlatau tertulis dari Wqiib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pqiak yang diperiksa melalui
Kepala Dinas.

Dalam hal Pemeriksaan unhrk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
Pajak berwenang :

a. memanggil Wqiib Pajak untuk datang ke kantor Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan dengan menggunakan surat panggilan;

b. melihat dan/atau meminjam dokumen yang menjadi dasar data objek
yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib P4iak untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau terhrlis dari Wajib Pqiak;

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib P4iak yang diperiksa melalui
Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Da1am pelaksanaan Psmeriksaan untuk qrenguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak berhak : I

I
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h.

(1)

(2t
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a. meminta kepada Pemeriksa Pqiak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa Pqiak untuk memberikan pemberitahuan
secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan I"apangan;

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak unhrk memberikan per{elasan tentang
alasan dan hrjuan Pemeriksaan;

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas
apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

f. menghadiri Pembahas€ur Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka walrtu
yang telah ditentukan;

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim
Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak
dengan Pemeriksa P4iak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan'
dan

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan
oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

hsal 15

(U Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk mengqji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pqiak
wqiib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar
perhitungan objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan unttrk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa objek pajak;

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain bempa
memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan
penelitian terkait kondisi objek pqiak

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

{2'l Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untrrk mengqii kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

a. memenuhi panggilan untrrk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yaltg menjadi dasar
perhitungan objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara terhrlis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan;

e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan
R;blik; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.l
l
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BAB III
PEMINJAMAIS DOKI'UEIT

Pasal 16

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada
saat pelaksanaan Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak, drprqiarn pada saat
itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum
diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
peminjaman.

c. bulnr, catatan, dokr-rmen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wqiib
diserahkan kepada Pemeriksa Pqiak paling lama 1 (satu) bulan sejak
surat permintaan peminjaman buklr, catatan, dan dolnrmen
disampaikan kepada Wajib Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pqiak, harr.s
dicanhrmkan pada surat panggrlan.

b. buku, catatan, dolnrmen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib
dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa
Pajak membuat bukti peminjaman.

c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan
pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wqiib
diserahkan kepada Pemeriksa Pqjak paling lama 1 (satu) bulan sejak
surat panggilan sgfongaimana dimaksud pada huruf a yang memuat
permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka wakhr I (satu)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat {21 huruf d
belum terlampaui, Pemeriksa P4iak dapat menyampaikan peringatan secara
tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal l7
Setiap penyerahan bukr, catatan, dokumen, tertnasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak
hanrs membuat bukti peminjaman.

Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy
dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa
harus membuet surat pernyetean bahwa fotocopy dan/atau data yang
dikelola secara elektroqik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah
sesuai dengan aslinya. I

l

(2t

(3)

(1)

11

(21



(3)
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(3)
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Dalam hal jangka wakhr 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1| huruf c atau ayat (21 huruf d terlampaui dan surat permintaan
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b atau
ayat {21 huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak
harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan agff pelaksanaan Pemeriksaan dapat
dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

PaBaI 18

Dalam hal Wajib Pqiak tidak memenuhi kewqiiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OlA tentang
Pajak Bumi dan Banguncrn Perdesaan dan Perkotaan sehubungan dengan
pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam
rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pqiak membuat berita acara tidak
dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, W4iib Pajak tidak ada
ditempat, maka :

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat
dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pqiak, terbatas
untuk hal yang ada dalam kewenanganlrya, dan selanjutnya
Pemeriksaan dittrnda unttrk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

b. guna keperluan pengEmanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan
penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada hunrf a, Wajib Pajak tetap
tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih
dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakili W4iib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;

d. dalam hal pegawai Wajib Pqiak yang diminta mewakili W4iib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membanfir
kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut hanrs
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan;

e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimara
dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara
penolakan membantu kelanear€ur Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Pajak. I

I
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ksal 19
(U Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui

Kepala Dinas dapat memanggil Wajib Pajak.

(21 Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak
sebagaimena dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara
pemberian keterangan Wajib P4iak.

ksat 2(}

Hasil Pemeriksaan unhrk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus diberitahukan kepada Wdib Pajak dengan memberikan
hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,
fiaksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan paling lama :

a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima
oleh Wajib P4iak untuk Pemeriksaan Kantor;

b. 7 (tqiuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 21

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (3)
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pqiak menggunakan
tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yans ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Pqiak dan Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (3)
Wajib Pqiak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar unttrk membuat
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wqiib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, y€rng ditandatangani oleh Pemeriksa
Pqiak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (3)
Wajib PAiak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pqiak
menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan
pembahasan akhir dengan Wajib Pqiak dan hasil pembahasannya
dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan
wqiib Pajak.

Apabila dalam janska waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2O
ayat (3) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang
berisi tentang ketidakset rJr.r atas sebagian atau seluruh hasil,
Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembatrasan Akhir Hasill

I
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Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut
sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3)Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pqiak
membuat berita acara ketidakhadiran Wa,iib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

t6) Dalam hal Wajib Pqiak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani
berita acara ketidakhadiran Wajib Pqiak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (4), atau ayat (5),
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

(71 Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3),
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pqiak dengan
Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih
dahulu oleh Tim Pembahas.

(9) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim
Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.

(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan unhrk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan unhrk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasatr 22
(1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

(21 Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

a. Dalam hal Wqiib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi
menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2L ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil
Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;

b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak
menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2t ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan
yang telah diberitahukan kepada Wajib Pqiak.

Pasal 23

tU Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pqiak dari hasil Pemeriksaan yang
dilaksalakan tanpa:

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; .o., I
t
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b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan
atau berdasarkan permohonan Wajib Pqiak oleh Bupati.

(21 Dalam hal dilakttkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
proses Pemeriksaan hanrs dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur
penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat
keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pqiak melanjutkan
Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib
Pqiak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 24
(1) Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Bupati belum

menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri
dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenar€u1
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.

{21 Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa
Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi
bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

ksal 25
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan
flrjuan Pemeriksaan.

Pemeriksaan unflrk ttrjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria
antara lain sebngai beri}ut:
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;

2. Penghapusan Nomor Pokok lVajib Pajak Daerah;

3. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
4. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;

5. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

Pasal 26
(1) Pemeriksaan unflrk tqiuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau
Pemeriksaan Lapangan.

(2t 
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menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihihmg sejak tanggal Wajib
Pqiak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk
hrjuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihihrng sejak tanggal Surat
Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal l.aporan Hasil Pemeriksaan.
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak,
jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat
(3) harus memperhatikan jangka wal<ttr penyelesaian permohonan
penghapusan Nomor Pokok Weiib Pajak.

Dalam hal Pemeriksa^an untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha
Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebrgaimana dimaksud pada ayat
(21 atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pqiak.

Pasal 27
(1) Pemeriksaan untuk h4j,r"n lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar

Pemeriksaan.

(21 Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi standar lJ.mltm, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 28
Pemeriksa Pqiak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus
memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 29
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan
standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,
sesuai dengan hrjuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang
seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan
untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang
supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Dinas, tempat kegiatan usaha
atau letak objek Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat tain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam keda dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam keda;

f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam benhrk Kertas Kerja
Pemeriksaan;

g. l.aporan Hasil Pemeriksaan unhrk hrjuan lain digunakan sebagai dasar
penerbitan ?urat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan
keputusan. Il,u



Pasal 30
Kegiatan Pemeriksaan untuk tduan lain harus didokumentasikan dalam bentuk
Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pqiak dan berfungsi
sebagai:

1. Bukti bahwa Pemeriksa Pqiak telah melaksanakan Pemeriksaan
berdasarkan standar Pemeriksaan; dan

2. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:

1. data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;

2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan

3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.

Pasal 31

Kegiatan Pemeriksaan untuk tduan lain harus dilaporkan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Pemeriksaan, yaitu:

a. l,aporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang
lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan hrjuan Pemeriksaan,
memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait;

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai:

L. Penugasan Pemeriksaan;

2. Identitas Wajib Pajak;

3. Dasar (tujuan) Pemeriksaan;

4. Buku dan dolmmen yang dipinjam;

5. Materi yang diperiksa;

6. Uraian hasil Pemeriksaan;

7. Simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 32
(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada Wqiib Pqiak pada waktu Pemeriksaan;

b. mernberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk
tujuan lain kepada Wajib Pajak;

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
akan diperiksa;

d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wiib Pajak apabila susunan Tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubaheru 
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e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar pen)rusunan Laporan
Hasil Pemeriksaan;

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tqiuh) hari sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan; dan /atau

g. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh W4iib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan tain dilaksanakan, Wqiib Pajak wajib:

a. menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk
tujuan lain kepada Wajib Pajak;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pqiak yang
akan diperiksa;

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wqiib Pajak apabila terdapat
penrbahan susunan Tim Pemeriksa Pajak;

e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar pen5rusunan Laporan
Hasil Pemeriksaan;

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wqiib Pqiak paling lama 7 (ttrjuh) hari sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan; dan /ata'u

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.

Pasal 33
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan unttrk tujuan lain, Wajib P4ak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pqiak pada
wakhr Pemeriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara
terttrlis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan I"apangan;

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan hrjuan Pemeriksaan;

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat T\rgas
apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pdak; dan/atau

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh
Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 34
(1) Buktr, catatan, dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain yang

dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk
tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Peminjafirarr. buku, catatam, dan dokumen serta data", informasi, dan
keterangan la"in harrs dilaksanakan sequai dengan ketentuan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal L7. I
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Pasal 35

(1) Apabila dalam Pemeriksaan untuk tduan lain W4iib Pajak tidak memenuhi
kiwqiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Waiib Pajak harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan
penolakan Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
irajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak.

(3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak akan diberi
Nomor Pokok Wqiib Pajak Daerah secara jabatan dalam hal Pemeriksaan
untuk hrjuan lain

(4) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acata
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, permohonan
Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib P4iak Daerah

BAB IV
XBTEITTUAIT PTNUTI'P

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kualg Kurun
Pada t".rsg"l b Wsornbq

BUPATI GUNUNG MAS,

20q

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal b gOfeVrbar ?el4

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2OL4 NOMOR ?l^ / %14
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